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ABSTRAK 

 

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA OTONOMI 

KHUSUS TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI 

ACEH, PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2010-2020 

 

Oleh: 

Nur Anisa; Feny Marissa 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi 

Khusus dan Dana Otonomi Khusus terhadap pengurangan kemiskinan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari data cross 

section yaiu Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat dan data time series yaitu data 

tahun 2010-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, sedangkan Dana Otonomi 

Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. 

Secara bersama-sama, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus 

berpengaruh terhadap mengurangi kemiskinan. 

 

Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Kemiskinan 
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ABSTRACT 

 

The Effect of Special Allocation Fund and Special Autonomy Grants  

on Poverty Reduction in the Provinces of Aceh, Papua and West Papua  

in 2010-2020 

 

By: 

Nur Anisa; Feny Marissa 

This study aims to determine the effect of Special Allocation Fund and Special 

Autonomy Grants on poverty reduction. The data used in this study is data 

consisting of cross sectional data, the Provinces of Aceh, Papua and West Papua 

and time series for 2010-2020. The method used in this study is panel data 

regression analysis method using the Fixed Effect Model. The result showed that 

the Special Allocation Fund had a negative and insignificant effect on poverty 

reduction, while the Special Autonomy Grants had a negative and significant 

effect on poverty reduction. Taken together, the Special Allocation Fund and 

Special Autonomy Grants have an effect on poverty reduction. 

 

Keyword: Special Allocation Fund, Special Autonomy Grants, Poverty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan wewenang, hak dan kekuasaan yang diberikan kepada 

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan terhadap daerah 

masing-masing. Artinya, pemerintah pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk 

mengambil keputusan dalam mengelola sumber daya dan potensi daerah demi 

kepentingan daerah itu sendiri (HSB & Julianthy, 2019). 

Pemberlakuan otonomi daerah menjadikan berbagai daerah dan wilayah di 

Indonesia melakukan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju 

sistem desentralisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat merencanakan, 

merumuskan, mengelola dan melaksanakan sendiri tugas dan kewenangan daerah 

masing-masing (Siregar & Ramadhan, 2020). Pemerintah pusat sebagai pemberi 

wewenang memiliki pandangan bahwa pemerintah daerah merupakan suatu badan 

pemerintahan yang posisinya lebih erat dan juga lebih dekat dengan posisi masyarakat 

daerah tersebut, hal tersebut yang menjadikan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih 

mengetahui kondisi, kebutuhan, prioritas serta potensi pada daerah tersebut sehingga 

dapat tercapai pembangunan yang lebih baik (Lisna et al., 2013) 

Menurut Asshiddiqie (2012), otonomi daerah atau desentralisasi dibedakan 

menjadi tiga definisi. Pertama, desentralisasi diartikan sebagai dekosentrasi, yaitu 

pelimpahan wewenang dan kekuasaan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah 

daerah sebagai pengambil keputusan. Kedua, diartikan sebagai delegasi yang berisi 

penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dari 
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pemerintah pusat. Ketiga, desentralisasi yang dimaknai sebagai devolusi atau 

penyerahan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. 

Desentralisasi merupakan faktor yang penting dari adanya pembangunan daerah. 

Hal ini disebabkan oleh desentralisasi yang diwujudkan dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah telah menjadikan pemerintah dapat mengatur daerah sesuai dengan 

kekayaan budaya dan adat istiadat daerah setempat (Sistiana & Makmur, 2014). 

Otonomi daerah  ditujukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan 

kondisi perekonomian yang baik, meningkatkan potensi daerah dalam segi keuangan 

dan tercapainya kesejahteraan masyarakat (Christia & Ispriyarso, 2019). 

Menurut Haughton dan Khandker (2012),  tolak ukur keberhasilan dari 

pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dalam seberapa besar kesejahteraan 

masyarakatnya. Secara ekonomi, kesejahteraan berarti seseorang yang menggunakan 

suatu barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan yang sesuai dan layak sehingga dapat 

menjalankan kehidupan dan fungsinya dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Mahaeni et al. (2011) juga menyatakan bahwa salah satu indikator yang tepat dan valid 

untuk menilai kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat kondisi kemiskinan 

penduduknya. 

Kemiskinan adalah suatu masalah yang diakibatkan dari ketidaktepatan 

pembangunan ekonomi suatu negara (Haughton & Khandker, 2012). Selain itu, World 

Bank (2015) juga mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar, berupa layanan kesehatan dan pendidikan yang baik, makanan dan 

minuman serta tempat tinggal yang layak. 
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Sifat kemiskinan yang multidimensional telah mempengaruhi berbagai aspek 

dalam kehidupan penduduk. Misalnya, ketimpangan pendapatan yang diterima, adanya 

peluang untuk menjadi miskin di generasi selanjutnya serta sulit bagi penduduk untuk 

dapat memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, keberagaman kondisi ekonomi, sosial dan 

budaya masyarakat serta wilayah yang luas telah menjadikan kemiskinan menjadi 

masalah yang kompleks dan sulit (Siregar & Ramadhan, 2020). Mengurangi tingkat 

kemiskinan harus dilakukan dengan cara menyatukan berbagai dimensi lainnya 

sehingga membuat permasalahan kemiskinan semakin mudah untuk di atasi (Paseki et 

al., 2014).  

Dimensi yang sering berkaitan dengan kemiskinan adalah tingkat pendidikan 

yang rendah sehingga belum tercapainya kehidupan yang sejahtera, tingkat kesehatan 

yang belum memadai sehingga angka harapan hidup rendah, bertambahnya jumlah 

penduduk yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan 

meningkatnya jumlah pengangguran sebagai akibat dari berkurangnya lapangan kerja 

(Nurhidayah & Hendikawati, 2018). Sebagai implikasi, pemerintah memiliki peran 

dalam mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah 

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan dalam bidang keuangan yang 

dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah (Odusola, 2017). Salah satu 

kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengalokasikan dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut, yaitu dana transfer (Saraswati & Arka, 

2016). Dalam penelitian ini, dana transfer yang digunakan untuk mengurangi 

kemiskinan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (DOK).  
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Keuangan daerah didukung oleh pemerintah pusat dengan memberikan bantuan 

berupa Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu komponen 

dari Dana Perimbangan yang diberikan guna mendanai kegiatan khusus suatu daerah 

yang sesuai dengan tujuan nasional (Specific Grants), yang bersumber dari dana APBN 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) yang diberikan kepada pemerintah daerah 

dalam melaksanakan desentralisasi (Balqis & Suriani, 2021). Apabila penerimaan Dana 

Alokasi Khusus tinggi, maka kesempatan pemerintah dalam mencapai target 

mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan semakin besar (Gumelar & 

Khairina, 2021). Daerah harus menyiapkan dana penyesuaian minimal 10 persen dari 

Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dan hal tersebut harus 

tercantum dalam APBD daerah tersebut untuk kegiatan fisik (Mala & Kurnia, 2017). 

Selain mengggunakan transfer dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus, 

pengurangan kemiskinan juga dapat ditinjau dari pengalokasian transfer Dana Otonomi 

Khusus. Dana Otonomi Khusus merupakan transfer pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah yang diberikan secara khusus kepada daerah-daerah yang 

menerapkan desentraliasasi asimetris, yaitu kewenangan khusus pada wilayah-wilayah 

tertentu suatu negara, yang digunakan untuk menuntaskan permasalahan antara pusat 

dan daerah (Kadafi & Murtala, 2020). Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus digunakan 

untuk membiayai pembuatan sarana dan prasarana bagi publik, menyejahterakan 

masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan sosial serta mengurangi kemiskinan (Enami 

et al., 2019; Hartati et al., 2016). Hal serupa juga dinyatakan oleh Budiratna dan 

Qibthiyyah (2020), yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus diberikan kepada 

daerah khusus yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

penyelesaian konflik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik. Hal tersebut 
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diharapkan mampu untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan serta 

mengurangi kemiskinan.  

Pemberian Dana Otonomi Khusus hanya diberikan kepada Aceh, Papua dan 

Papua Barat. Hal ini dikarenakan provinsi-provinsi tersebut dikategorikan sebagai 

desentralisasi asimetris, yaitu suatu kewenangan khusus yang diberikan kepada wilayah-

wilayah tertentu dalam suatu negara guna menuntaskan berbagai permasalahan 

hubungan pusat dan daerah (Kadafi & Murtala, 2020). Selain itu, kondisi kemiskinan di 

Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat masih tinggi dan berada diatas rata-rata nasional 

(Agustina et al., 2019; Budiratna & Qibthiyyah, 2020). 

Bappenas (2018) telah membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian wilayah 

yaitu, Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Provinsi 

Papua dan Papua Barat merupakan provinsi-provinsi yang masuk dalam wilayah KTI 

dengan kemiskinan yang sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di 

Indonesia. Adapun Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada dalam 

wilayah KBI yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi (Adnan, 2021). Adapun 

persentase kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat dapat di lihat pada Gambar 1.1: 
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Sumber : BPS, diolah 

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, Papua dan Papua  

Barat Tahun 2018-2020 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di 

Provinsi Aceh sebesar 14,99 persen atau 814 ribu jiwa, nilai ini berkurang 2,15 persen 

dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh strategi Pemerintah Aceh 

untuk menekan angka kemiskinan dengan berbagai cara. Misalnya, program Jaminan 

Kesehatan Aceh (JKA), bantuan rumah layak huni, menaikkan pendapatan masyarakat 

dan bantuan lainnya. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan 

tertinggi di Indonesia sebesar 26,64 persen atau 911 ribu jiwa pada tahun 2020 atau 

turun sebesar 3,23 persen dibanding tahun 2019. Adapun Provinsi Papua Barat memiliki 

kecenderungan menurun pada persentase penduduk miskin sebesar 21,84 persen atau 

208 ribu jiwa pada tahun 2020 atau turun sebesar 1,48 persen. Penurunan-penurunan 

tersebut dikarenakan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan program-program 

untuk mengurangi kemiskinan di daerah masing-masing. Misalnya, pemberian bantuan 

sosial bagi masyarakat Papua dan Papua Barat secara tunai maupun non tunai berupa 

program sembako dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) serta progam Bangun 

Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua) yang dikhususkan untuk 

kaum perempuan di Papua. Meskipun mengalami penurunan, kemiskinan di provinsi 

Aceh, Papua dan Papua Barat masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional, yaitu 15 

persen.  

Berdasarkan kondisi kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat yang 

ditunjukkan oleh Gambar 1.1, maka diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah daerah 

berupa bantuan dana transfer yang disebut dengan Dana Alokasi Khusus. Tujuan Dana 
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Alokasi Khusus adalah untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus di daerah 

otonom yang sesuai dengan prioritas nasinal, khususnya untuk membiayai kebutuhan 

sarana dan prasarana daerah guna mendorong percepatan pembangunan. Dana Alokasi 

Khusus berpengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, semakin 

tinggi Dana Alokasi Khusus, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan dapat 

mengurangi kemiskinan (Fitriyanti & Handayani, 2020). Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gumelar & Khairina (2021) yang menyatakan bahwa 

peningkatan Dana Alokasi Khusus dapat menurunkan jumlah kemiskinan. Adapun 

perkembangan Dana Alokasi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat dapat dilihat pada 

Gambar 1.2. 

 

Sumber : BPS, diolah 

Gambar 1.2 Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Aceh, Papua dan 

Papua Barat Tahun 2018-2020 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan Dana Alokasi Khusus di Aceh, 

Papua dan Papua Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, 

Provinsi Aceh mengalami kenaikan sebesar 3,9 persen, Papua mengalami kenaikan 
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sebesar 19,7 persen dan Papua Barat mengalami penurunan sebesar 1,6 persen daripada 

tahun sebelumnya. Penurunan nilai tersebut terjadi seiring adanya penyesuaian dalam 

menghadapi pandemi Covid-19. 

Selain menggunakan Dana Alokasi Khusus, pengurangan kemiskinan juga dapat 

ditinjau dari dana transfer khusus, yaitu Dana Otonomi Khusus. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kadafi & Murtala (2020) menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, pemberian Dana Otonomi 

Khusus kepada Aceh, Papua dan Papua Barat akan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, percepatan pembangunan ekonomi dalam rangka kesetaraan dengan 

provinsi lain di Indonesia (Fardan, 2019). Perkembangan Dana Otonomi Khusus di 

Aceh, Papua dan Papua Barat ditunjukkan oleh Gambar 1.3. 

 

Sumber: BPS, data diolah 

Gambar 1.3 Perkembangan Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua 

Barat Tahun 2018-2020 

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan Dana Otonomi Khusus di 

Aceh, Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan pada tahun 2019. Aceh 

 -

 1.000.000.000.000

 2.000.000.000.000

 3.000.000.000.000

 4.000.000.000.000

 5.000.000.000.000

 6.000.000.000.000

 7.000.000.000.000

 8.000.000.000.000

 9.000.000.000.000

 10.000.000.000.000

Aceh Papua Papua Barat

2018

2019

2020



9 
 

mengalami kenaikan sebesar 4,1 persen, Papua mengalami kenaikan sebesar 8,2 persen 

dan Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 4 persen. Namun pada tahun 2020, dana 

otonomi khusus mengalami penurunan di semua daerah khusus. Hal ini disebabkan oleh 

adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penghematan anggaran. 

Alokasi dana otonomi khusus diutamakan untuk keperluan belanja bidang kesehatan, 

pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa, 

meskipun Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus pada setiap provinsi 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahun, hal tersebut nyatanya tidak 

menjadikan kemiskinan yang terjadi di Aceh, Papua dan Papua Barat mengalami 

penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, peneliti perlu mengetahui seberapa besar 

pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus dalam mengurangi 

kemiskinan pada Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pengurangan kemiskinan 

di Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2010-2020? 

2. Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap pengurangan kemiskinan 

di Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2010-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pengurangan kemiskinan 

di Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2010-2020. 

2. Mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap pengurangan 

kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2010-2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para akademisi, baik 

mahasiswa ataupun dosen yang digunakan untuk memahami permasalahan 

pengurangan kemiskinan. 

b. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengurangan kemiskinan. 

c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dalam pengembangan 

teori ekonomi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi 

kepada peneliti selanjutnya serta mengaplikasikan teori-teori yang ada untuk 

digunakan sebagai pendukung analisis pada penulisan skripsi ini. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah daerah mengenai 

pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam pengurangan kemiskinan. 
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